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ABSTRAK 

Sri Nur Kumala Sari: Penerapan Konsep Simsarah (makelar) pada 

Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau 

Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa 

Kampung Sawah Kecamatan Seberida)  

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya simsarah pada penjualan 

perkaplingan di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida yang menjadi 

kebiasan dalam penjualan perkaplingan. Adapun yang melatar belakangi dalam 

simsarah adalah dimana mayoritas warga Desa Kampung Sawah melakukan jual 

beli kapling dengan memberikan upah kepada si pemakelar karena sudah 

membantu mencarikan pembeli sehingga terjadi sebuah asimsarah dimana 

seorang pemakelar memanfaatkan pekerjaannya dengan mengambil upah yang 

tidak sesuai dengan kesepakatannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana penerapan simsarah di desa kampung sawah, kemudian 

bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada simsarah dari penjualan perkebunan di 

Desa Kampung Sawah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

bagaimana penerapan simsarah dan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh 

muamalah pada simsarah dalam penjualan perkebunan di Desa Kampung Sawah 

Kecamatan Seberida. 

Penelitian ini dilaksanakan langsung lapangan, populasi dari penelitian ini 

berjumlah 50 orang adapun sampel yang digunakan yaitu random sampling 

sehingga dapat memilih sampel penelitian sebanyak 30 orang. Pendataan primer 

penelitian ini di peroleh langsung di lapangan dengan menggunakan teknik 

triangulasi (observasi, wawancara, dan angket) dengan melampirkan berapa 

dokumentasi. Selain itu, dilengkapi dengan data skunder yang diperoleh dari 

literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan 

yang diteliti, sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu setelah semua data di kumpulkan maka di klasifikasikan dalam 

pemaparan dan penjelasan.  

Dalam analisis data yang ditinjau dari fiqh muamalah, maka dapat di 

simpulkan bahwa simsarah yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan 



 
 

ii 

 

Seberida, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam akan tetapi, masyarakat di desa  

Kampung Sawah Kecamatan Seberida masih bisa diarahkan dengan memberi tahu 

bagaimana cara menjual belikan sesuatu yang tidak melanggar syariah dan 

asalkan tidak mendaangkan kemudharatan dalam jual beli. Walaupun dalam 

praktik lapangannya masih ada yang menggunakan simsarah (makelar). 
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KATA PENGANTAR 

Segala  puji  syukur  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan  karunianya 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini 

dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan Konsep Simsarah (makelar) pada Penjualan 

Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Persepektif Fiqh Muamalah (Studi 

Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)” merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  (S.H)  pada  jurusan  Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banya 
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kasih sayang dan do‟a yang tulus sepanjang masa, serta mengorbankan jiwa 

dan raga demi keberhasilan penulis. Dan juga kepada saudaraku yang 

kusayangi karena Allah SWT, kakanda Lenni Marlina, Suryanti S.pd.I, Siti 

Aminah S.Pd.I, Saudah S.Pd, Ari Wibowo S.Pd.I, Novi Eka Elwandi S.P, Tri 

Sutrisno S.E, dan Susi Susanti S.E yang telah memberikan perhatian, 
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motivasi, semangat, dan bantuan baik moril maupun materil, dan juga 

segenap keluarga besar ayahanda dan ibunda. 
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sudah ikut membantu kepada penulis. 

9.  Pimpinan Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama Islam telah mengatur prilaku para pengikutnya dalam segala hal 

salah satunya yaitu tentang hubungan dengan sesama manusia, segala hal 

tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam ilmu fiqh muamalah dalam 

hubungan sesama manusia.
1
 

Pemilikan harta harus didapatkan dengan usaha (amal) atau mata 

pencaharian (ma‟isyah) yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha dan 

bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah, melupakan 

shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang kaya 

saja. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti kegiatan riba, perjudian, 

jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takar dan 

timbangan cara-cara yang batil dan merugikan. Salah satu ayat yang 

menjadiakan pedoman dalam memperbolehkan harta, (Q.S Al-Mulk (67):15).
2
 

                         

     

 “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-

Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan”. 

 

                                                             
1
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2012), h. 314 

2
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (sejarah, teori, dan konsep), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013), h. 181 
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Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan 

masing-masing, sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk 

menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi 

mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan 

(menjualkan), namun tidak memiliki yang akan dijualkannya. 

Untuk memudahkan kesulitan yang mereka hadapi, saat ini ada orang 

yang berprofesi khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti 

biro jasa, dimana kedua belah pihak mendapat keuntungan (manfaat). Biro jasa 

mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya, sedangkan 

orang yang memerlukan jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah di 

tangani oleh orang yang mengerti dalam bidangnya. 

Dalam hal ini pihak biro jasalah yang bisa membantu dan 

menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh pemilik barang tersebut, selain 

pemilik barang dapat menyelesaikan masalahnya pihak biro jasa juga mendapat 

lowongan kerja sehingga pemilik barang dan biro jasa mendapat keuntungan. 

Pekerjaan simsarah berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya 

dalam fiqh islam termasuk akad ijarah, yaitu suatu transaksi yang 

memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. Al-ijarah berasal dari kata al-

ajru yang berarti al-iwadhu (ganti). Dari sebab itu ats tsawab (pahala) dinamai 

ajru (upah).
3
 

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa 

dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat 

                                                             
3
Disadur dari: http://m.ekonomiislam.webnode.com/new/multi-level-marketing-dalam-

persepektif-fiqih -islam/ diakses tgl 4 Januari 2019 

http://m.ekonomiislam.webnode.com/new/multi-level-marketing-dalam-persepektif-fiqih%20-islam/
http://m.ekonomiislam.webnode.com/new/multi-level-marketing-dalam-persepektif-fiqih%20-islam/
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atau jasa dari suatu benda di sebut ijarat al-ain atau sewa-menyewa, seperti 

menyewa rumah untuk di tempati bila yang menjadi objek transaksi adalah 

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarat al-zimmah atau upah-

mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu 

istilah dalam literatur Arab yaitu ijarah.
4
 

Pemilik yang menyewa manfaat disebut mu‟ajjir (orang yang 

menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut musta‟jir (orang 

yang menyewa-penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil 

manfaatnya disebut ma‟jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai 

imbalan manfaat disebut ajran atau ijarah (upah). 

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 

mengupah itu merupakan mu‟amalah yang telah disyari‟atkan dalam Islam. 

Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang di tetapkan Islam. Kebolehan praktek ijarah beradasarkan 

kepada ayat-ayat al-Qur‟an dan hadist Nabi SAW, (QS. Ath-Thalaq (65) : 85) 

                      

                      

                              

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

                                                             
4
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), h. 215 
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jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya”. 

 

 

Berdasarkan ayat diatas, maka menyewa seseorang untuk menyusukan 

anak adalah boleh, karena faedah yang diambil dari sesuatu dengan baik  

mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat (jasa) dan yang 

lebih penting lagi adalah setelah perempuan memberikan manfaat bagi anak 

yang disusuinya, jangan sampai tidak diberi upah, karena upah merupakan hak 

yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selasai dilaksanakan. 

Persoalan upah mengupah untuk sama-sama mengambil manfaat dari 

sesuatu pekarjaan diperbolehkan, asalkan setelah pekerjaan selesai dilakukan 

kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Artinya 

kerja sama yang dilakukan dibolehkan selama saling menjunjung tinggi amanat 

kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. 

Jadi pekerjaan simsarah dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah 

memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa simsarah harus 

segera memberi imbalan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. 

Karena hal-hal seperti itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT, dan sudah 

diterangkan dalam surah (QS.Al-A‟raf (7) : 85) 
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”Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara 

mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang 

kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia 

barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu 

membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 

yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang 

yang beriman". 

 

 

Bila dapat terdapat kezaliman (dzulm) dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelasaikan pekerjaan dalam batas 

waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang 

telah dilakukan. Praktek simsarah ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan 

tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para 

penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja 

tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah pekerja. 

Di atas sudah menyinggung tentang pekarjaan seorang simsarah 

(makelar) ditemukan dalam sebuah kasus yang mengenai simsarah ini dimana 

banyaknya masyarakat tidak sadar bahwa dalam melakukan transaksi jual beli 

ada beberapa syarat-sayrat dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Dimana seorang simsarah (makelar) ini harus mendapatkan upahnya jika dia 

telah melakukan pekerjaannya atau sesuai dengan perjanjian antara belah 

pihak, tetapi dengan sebaliknya disini ada banyak masyarakat di Desa 

Kampung Sawah Kecamatan Seberida. 

Dimana seorang penjual itu mencari seseorang untuk menyuruhnya 

mencarikan orang lain yang ingin membeli kebun sawitnya, dan setelah itu 

meraka melakukan kesepakat yang sudah mereka buat, dimana seorang 
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simsarah (makelar) itu akan mendapatkan upah jika sudah ada yang membeli 

kebun si penjual tersebut, dan seorang simsarah disini juga meminta upah juga 

kepada si pembeli jika apa yang dia cari itu sudah sesuai dengan keinginannya, 

dan mereka juga memebuat perjanjian yang sesuai dengan apa yang di 

sepakatinya, tetapi seorang simsarah ini meminta upah yang lebih besar dan 

sudah tidak lagi sesaui dengan kesepakan dengan si pembeli kebun tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas 

maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut akan mengangkat sebuah 

judul: “Penerapam Konsep Simsarah (makelar) pada Penjualan 

Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif  Fiqh Muamalah (Studi 

Kasus Di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)” 

B. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan uraian yang lebih tertata tentang inti permasalahan 

maka penulis akan membatasi pada simsarah perkebunan sawit  dengan 

perspektif fiqh muamalah, studi kasus di Desa Kampung Sawah Kecamatan 

Seberida.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan konsep simsarah di Desa Kampung Sawah 

Kecamatan Seberida ? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada konsep simsarah dalam penjualan 

perkebunan sawit di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida ? 
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D. Tujuan dan Manafaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan konsep simsarah di Desa 

Kampung Sawah Kecamatan Seberida. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh mualmalah pada konsep 

simsarah dalam penjualan perkebuanan sawit di Desa Kampung Sawah 

Kecamatan Seberida. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

(S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya 

tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap konsep simsarah 

c. Sebagai informasi bagi masyarakat dalam mendapatkan perekonomian 

dengan menggunakan simsarah yang ada di Desa Kampung Sawah  

Kecamatan Seberida 

d. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi bagi penelitian lain. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, 

yang memiliki karakteristik alami (natural settings) sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dengan makna 
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merupakan hal yang esensial. Oleh karenanya, penulis berusaha memahami 

konteks sosial ataupun permasalahan yang ditemukan di lapangan secara 

lebih luas dan mendalam. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis 

penelitian hukum sosiologis atau dikenal pula dengan penelitian hukum 

sosialis yuridis. Ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang 

merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data didapatkan di lapangan. 

Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu 

menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi 

social.
5
 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan secara langsung di tempat perkebunan 

yang pada tepatnya di Desa Kampung Sawah kecamatan Seberida dan 

peneliti memilih di lokasi ini karena sudah menjadi tempat utama untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan untuk mencari informasi kepada 

beberapa seseorang yang melakukan simsarah. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Sebagai subjek penelitian ini adalah yang terkait dengan penjual, 

pembeli dan pemakelar maupun warga desa Kampung Sawah 

Kecamatan Seberida. 

                                                             
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, th), 

h. 214. 
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b. Objek penelitian ini adalah penerapan konsep simsarah pada penjualan 

perkaplingan yang terjadi di desa Kampung Sawah Kecamatan 

Seberida. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yaitu yang sebagai 

orang yang membeli sebuah perkebunan perkaplingan di daerah Desa 

Kampung Sawah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Karena 

adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti mengambil sampel 

dengan menggunakan random sampling sehingga dengan cermat memilih 

sampel penelitian sebanyak 30 orang. 

6. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh.
6
 Data-data yang digunakan tergantung pada 

tujuan penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal 

dari lapangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi 

obyek kajian sesuai dengan obyek pembahasan. 

a. Data primer adalah sumber data yang langsung terkait dengan peneliti 

adapun sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari 

pemaparan seorang pemakelar, penjual , pembeli maupun waraga yang 

ada di Desa Kamppung Sawah Kecamatan Seberida. 

                                                             
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 106 
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b. Data sekunder sadalah sumber data yang diperoleh dari literatur atau 

diambil dari beberapa buku sebagai bahan-bahan yang terkait dengan 

yang diteliti. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah 

teknik pengumpulan data triangulasi, yang merupakan teknik 

penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data yaitu : observasi, 

wawancara, dan angket. 

a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

melalaui pengamatan perjanjian antara penjual, makelar dan pembeli, 

perkebunan perkaplingan. 

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya 

jawab langsung kepada seseorang yang menjual perkebunan 

perkaplingan. 

c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dengan 

cara menyebarkan beberapa pertanyaan kepada masyarkat yang ada di 

Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.  

8. Teknis Analisis Data 

Setelah data di kumpulkan kemudian diolah dan dianalisa deskriftif 

kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka 

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 

secara utuh dan dapat di pahami secara jelas dan akhirnya terdapat suatu 

kesimpulan yang valid. 
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9. Teknik Penulisan 

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu menggambarkan suatu kaedah khusus yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 

b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat 

keterangan dan di ambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat 

disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.
7
 

F. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan 

kepada beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai 

hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini telah diuraikan dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum yang diantara lain 

yaitu: letak geografis, sejarah Desa Kampung Sawah, jumlah 

penduduk desa. 

 

                                                             
7
Hidayat Syah, Metode Penelitian, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin 

Suska, 2007), h. 65 
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BAB III  : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SIMSARAH 

Bab ini akan menguraikan pengertian simsarah, dasar hukum 

simsarah, syarat dan prinsip simsarah, pengertian fiqh muamalah, 

pengertian akad, pengertian perkebunan, dan perbedaan pendapat-

pendapat para ulama tentang simsarah. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini yang mejelaskan tentang bagaimana penerapan konsep 

simsarah yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan 

Seberida, dan tinjauan fiqh muamalah dari konsep simsarah yang 

terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida. 

BAB V  : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah 

(skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis dan 

daftar pustaka. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

A. Latak Geografis  

Kecamatan Seberida merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang 

ada di Indragiri Hulu. Berikut ini merupakan batasan wilayah Kecamatan 

Seberida. 

1. Batas utara  : Kecamatan Rengat Barat 

2. Batas selatan  : Kecamatan Batang Gangsal 

3. Batas timur  : Kecamatan Batang Gangsal dan Kuala Cinaku 

4. Batas barat  : Batang Cinaku 

Desa Kampung Sawah merupakan salah satu dari desa yang ada di 

Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, yang merupakan pecahan 

dari  kelurahan Kelurahan Pangkalan Kasai.  

Adapun batas-batas wilayah kelurahan sebagai berikut: 

1. Batas Utara  : Kecamatan Rengat 

2. Batas Selatan  : Kelesa 

3. Batas Timur  : Buluh Rampai, Payarumbai, dan Kec Batang Gangsal 

4. Batas Barat  : Beligan, Seresam, Titian Resak, dan Kec Batang Cenaku 

Luas wilayah kelurahan Pangkalan Kasai 27 Km2, jarak ibu kota ke  

kabupaten 29 km dan jarak ibu kota ke Provinsi 224 km. Dan jumlah dusun/ 

kaling yang ada di kelurahan Pangkalan Kasai 10 / 4, jumlah rukun warga RW 
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11, jumlah rukun tetangga RT 46, dan jumlah kependudukan di kelurahan 

pangkalan kasai.
8
 

B. Sejarah Desa Kampung Sawah 

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah 

kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. kabupaten ini adalah kabupaten 

terbersih di Riau, kebersihannya terletak di ibu kotanya yakni Rengat. Rengat 

dikela dengan keramahannya. Kekayaan orang asli Inhu terlihat dengan 

kepemilikan kebunnya, masyarakatnya yang berhektar-hektar, apalagi yang 

tinggal di Rengat. Dimana tigkat kemiskinnnya sangat kecil sekitar 2%. 

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau 

yang masih memeiliki komunitas suku terasing, suku Talang Mamak, suku ini 

hanyalah salah satu diantara enam suku terasing yang telah ratusan tahun 

menghuni hutan-hutan di Provinsi Riau. 

Suku-suku terasing yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu awalnya 

tergabung dengan kerajaan Indragiri. Namun sekitar abad ke-13 dibawah 

pimpinan Datuk Perpatih Nan Sebatang, salah seorng memperbesar kerajaan 

Pagaruyung, mereka memisahkan diri dan membangun kampung kampung 

Petalangan di Durian Cacar mengingat jasa-jasa Datuk Perpatih terhadap 

kerajaan Indragiri, Sultan Indragiri memberikan status daerah istimewa untuk 

wilayah Petalangan. Daerah Petalangan tersebut diduga asal muasal kata 

Talang dan kata Mamak sendiri merupakan panggilan kehormatan Sultan 

                                                             
8 Dokumen Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida 2009 
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Indragiri kepada Datuk Perpatih. Oleh karena itu, masyarakat keturunan yang 

dibawa oleh Datuk Perpatih ini disebut Talang Mamak. 

Sekarang keturunannya terbesar di Kecamatan Sebarida dan Pasir 

Penyu. Mereka umumnya bertani dan berkebun terutama menyadap karet 

hutan. Kegiatan ini dilakkan turun-temurun hingga sekarang.
9
 

Pada mulanya Pangalan Kasai adalah Dusun Kungkil nama yang 

diambil dari salah satu anak Sungai Kuala Cinaku. Kungkil asal kata dari 

Cungkil, berasal dari perjanjian antara mausia dan harimau, suatu ketika 

harimau minta tolong kepada manusia untuk menungkil duri yang ada di 

mulutnya, namun sang penolong meminta syarat yaitu harimau tidak boleh 

memangsa manusia, terjadila perjanjian terssebut, maka dicungkillah duri dari 

ulut hariamu, dan mulai sejak itu terjadilah nama kampung Kungkil.  

Setelah beberapa tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1941 kampung 

itu berubah nama karena kampung ini sudah mualai ramai orng berniaga/ 

melewati kampung Kungkil tersebut yang terletak di pinggir sungai, dan 

suangai itu dinamakan suangai Tanaku/ Cinaku untuk beristirahat, oleh 

saudagar yang singgah untuk mandi di bawah pohon kasai, serta para 

pengikutnya pun ikut mandi di Jamban Bawah Pohon Kasai, (sejenis pohon 

matoa) (pangkalan = jamban, kasai = pohon kasai). Maka sejak saat itu 

kampung kungkil berubah menjadi Pangkalan Kasai (Asal Bahsa Melayu). 

Dan asal mula nama Desa Kampung Sawah yang terletak di 

kelurahan Pangkalan Kasai itu sudah termasuk juga dari sejarah Pangkalan 

                                                             
9 Ibid. 
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Kasai karena Desa Kampung Sawah itu sendiri pecahan dari Pangkalan 

Kasai.
10

 

C. Jumlah Penduduk Desa 

Jumlah dusun/ kaling yang ada di kelurahan Pangkalan Kasai 10 / 4, 

jumlah rukun warga RW 11, jumlah rukun tetangga RT 46. Dan jumlah 

kependudukan di kelurahan pangkalan kasai sebanyak 5.559, jumlah jiwa 

21.626 dan terbagi lagi laki-laki 11.280 sedangkan perempuan 10.429 

1. Agama 

a. Jumlah kepala keluarga pemeluk agama  

1) Islam   : 4920 

2) Kristen   : 504 

3) Kahtolik   : 90 

4) Budha   : 39 

5) Hindu   : - 

6) Khonghucu  : 1 

b. Jumlah keluarga pemeluk agama  

1) Islam   : 18977 

2) Kristen   : 1230 

3) Khatolik   : 418 

4) Budha   : 146 

5) Khonghucu  : 8 

 

                                                             
10 Disadur dari tetua Pangkalan Kasai , Panglima Kuning, diakses pada 3 Juli 2019 
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2. Pekerjaan 

Adapun jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan yang ada di Desa 

Kampung Sawah, Kecamatan Seberida 

Tabel I 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019 

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Wiraswasta  3287 516 3803 

2. TNI  18 - 18 

3. Polri  41 1 42 

4.  PNS 77 96 173 

5. Pensiunan  17 2 19 

6. Anggota DPRD 1 - 1 

7. Dokter  12 5 17 

8. Perawat  2 13 15 

9. Bidan  10 - 10 

10. Apoteker  1 - 1 

11. Dosen  1 - 1 

12. Guru  16 88 104 

13.  Karyawan Swasta 373 90 463 

14. Karyawan Honorer 14 21 35 

15. Karyawan BUMN 15 4 19 

16. Karyawan BUMD 6 1 7 

17. Imam Masjid 3 - 3 
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18. Ustadz  2 - 2 

19. Pendeta/ Pastor  2 - 2 

20. Petani/ Pekebun 1290 1755 1747 

21. Buruh Tani 204 48 252 

22. Buruh Harian Lepas 123 28 151 

23. Peternak  4 - 4 

24. Buruh Peternakan 5 - 5 

25. Nelayan  3 - 3 

26. Pelaut  1 - 1 

27. Pedangan  268 91 359 

28. Paraji  17 1 18 

29. Sopir  64 - 64 

30. Mekanik  38 - 38 

31. Mengurus Rumah Tangga - 3932 3932 

32. Tukang Las 10 - 10 

33. Tukang Kayu 6 - 6 

34. Tukang Listrik 1 - 1 

35. Tukang Cukur 5 - 5 

36. Industri  4 - 4 

37. Tukang Jahit 14 4 16 

38. Kepala Desa 1 - 1 

39. Perangkat Desa 2 - 2 
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40. Penata Busana 2 - 2 

41. Penata Rambut - 8 8 

42. Wartawan  2 - 2 

43. Transportasi  4 - 4 

44. Konsultan  2 1 3 

45. Paranormal  1 - 1 

46. Akuntan  2 - 2 

47. Tukang Batu 6 - 6 

48. Juru Masak 2 - 2 

49. Pembantu Rumah Tangga 1 28 29 

50. Peneliti  1 - 1 

51. Seniman  1 - 1 

52. Tidak/ Belum Bekerja 3060 2945 6005 

 Jumlah  11.280 10.429 21.626 

Sumber data: Pendataan secara langsung di kantor kelurahan Pangkala Kasai 

Kecamatan Seberida 

 

3. Pendidikan 

Jumlah kepala keluarga berdasarkan pendidikan 

1. S2     : 4 

2. S1     : 150 

3. D3/ Sarjana Muda   : 36 

4. D2, D1/ Sarjana Muda  : 40 

5. SLTA/ Sederajat   : 1628 

6. SLTP/ Sederajat   : 1272 
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7. Tamat SD    : 1552 

8. Tidak Tamat SD   : 278 

9. Tidak Sekolah   : 42 

Jumlah pendudukbelum/ tidak bekarja 

1. Belum Sekolah   : 3844 orang  

2. Pelajar/ Mahasiswa  : 3193 orang  

3. SD     : 1091 orang  

4. SLTP    : 740 orang 

5. SLTA    : 298 orang 

6. Diploma 1/2   : 11 orang 

7. Diploma 3    : 9 orang 

8. S1     : 12 orang 

Tabel I.I 

Jumlah Kesejahteraan Keluarga 

1. Jumlah keluarga pra sejahtera 912 kepala keluarga 

2. Jumlah kepala keluarga sejahtera I 754 kepala keluarga  

3. Jumlah kepala keluarga sejahtera II 1254 kepala keluarga 

4. Jumlah kepala keluarga sejahtera III  1452 kepala keluarga 

5. Jumlah kepala keluarga sejahtera IV 552 kepala keluarga 

6. Jumlah kepala keluarga sejahtera IV plus 635 kepala keluarga 

7. Jumlah kepala keluarga 5.559 kepala keluarga 

Sumber data: pendataan secara langsung di kantor keluarahan Pangkalan 

Kasai Kecamatan Seberida 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SIMSARAH 

A. Pengartian Simsarah 

Simsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan 

barang atau mencarikan pembali), atau perantara antara penjual dan pembeli 

untuk memudahkan jual beli.
11

 

Simsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi 

bahasa Arab yang berarti sebuah proses dalam menangani dua kepentingan 

atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (ujroh) atau 

bonus, komisi (ji‟alah) dalam menyelesaikan sesuatu transaksi. Adapun 

simsarah adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai 

penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun 

membeli. 

Simsarah adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain 

dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini 

juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain 

sebagai patnernya sampai  pihak simsarah tersebut mendapat komisi dari orang 

yang menjadi patnernya.
12

 

Simsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam 

pelaksanaa jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah 

antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai al-dallah. Simsarah dari 

                                                             
11 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah),ed.1, cet 2, 

(Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2004), h. 289 
12

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Tej. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, (Bandung: Al-

Ma‟rif, 1997), h. 159 
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kata bahasa Arab, yang berarti juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. 

Pedagang sudah disebut al-samasirah pada masa sebelum Islam tetapi Rasul 

menyabut mereka al-tujjar. Pada masa sebelum Islam, perbedaan simsarah 

(perbedaan perantara) biasanya terjadi pada orang kota yang tinggal di gurun, 

hal ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis. Makelar adalah 

pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan 

mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah 

penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar 

yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubung dengan rusaknya atau hilangnya 

barang dengan tidak sengaja.
13

 

Simsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam istilah fiqh adalah 

pekerjaan perantara/ mekelar antara orang-orang untuk transaksi komersil 

seperti jual beli, ijarah (sewa menyewa), dan lain-lain. Simsarah adalah 

pekerjaan yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya karena 

mempromosikan / mengedarkan komoditas atau sewa bangunan dengan tidak 

melipat gandakan harga. Upah yang perolehnya dari segi ju‟alah yang tidak 

didapatkan kecuali apabila pekerjaannya sudah selesai. Makelar dikenal 

dengan penyeru, perantara/ penunjuk, yang berkeliling, dan yang berteriak. Hal 

itu dikerenakan mereka menyeru dan berteriak untuk memberitahukan sebuah 

komoditas dan dengan harga yang berbeda kepada pembeli untuk membujuk 

mereka membeli dagangan, selanjutnya Kementrian Wakaf Kuwait 

                                                             
13

 Saifuddin Mutjaba, Masailul Fiqhiyah, (Jombang: Rousyan Fikr, 2007), h. 240 
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menjelaskan simsarah menurut  bahasa adalah perdagangan atau perantara 

antara penjual dan pembeli. Sedangkan simsarah yang masuk antara penjual 

dan pembeli sebagai perantara untuk melaksanakan transaksi.
14

 

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan 

penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas hal dan 

haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, 

sedangkan pihak yang menggunkan jasa makelar harus segera memberikan 

imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara pera 

pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau 

dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja, tidak 

ada batasan atau presntase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling 

ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, ha itu boleh, akan tetapi 

semestiny itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah 

masyarakat tentang upah yang didapatkan oleh makelar dapat imbalan 

pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, 

tidak boleh ada mudharat atas penjualan maupun pembelian dengan upah yang 

melebihi kebiasaan.
15

 

B. Dasar Hukum Simsarah 

Simsarah (makelar) merupakan profesi yang banyak manfaatnya 

untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi para 

makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-

                                                             
14

 Atep Hendang Waluya, Makelar dalam Isam, http://koneksi-Indonesia 

.org/2014/makelar-dalam-islam/ diakses pada 7 September 2019 
15

 Ahmad Zain, Hukum Calo Dalam Islam, http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/-

413/hukum-calo-dalam-islam/ diakses pada 7 September 2019 

http://koneksi-indonesia/
http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/-413/hukum-calo-dalam-islam/
http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/-413/hukum-calo-dalam-islam/
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profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak 

bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan simsarah 

(makelar) untuk mencarinya. Sebaliknya, sebagian mayarakat yang lain, ada 

yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya, maka 

dia membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjual barang 

dagangannya. Simsarah dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. 

Dalil yang membolehkan pekerjaan simsarah adalah sebagai berikut: 

1. Q.S Al-Maidah : 1 

                           

                           

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 

 

2. Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata: 

انسًا سزة, فًز بُا رسٕل الله صهٗ  رسٕل الله صهٗ الله عهّٛ ٔسهى كُا َسًٗ فٙ عٓذ

انبٛع ٚحخزِ شز انتجار! اٌ الله عهّٛ ٔسهى فسًا َا باسى ْٕ احسٍ يُّ, فقال :" ٚايع

        هف فشٕ ٔانحهف فشٕبِٕ بانصذقت                                        انهغٕ ٔانح

“kami pada masa Rasulllah SAW disebut dengan samsarah (calo/ 

makelar), pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kami, dan 

menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau 

bersabdah : “wahai para pedagang, sesunggahnya jual beli ni kadang 

diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), 

maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah”. (Shahih, HR 

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah) 
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 Rasulullah SAW, dan beliau tidak melanggarnya, bahwa menyebut mereka 

sebagai pedagang.
16

 

عٍ ابٍ عباس رضٙ الله عُّ فٙ يعُٗ انسًسارقال : لا باس اٌ ٚقٕل بع ْذا انثٕب 

                                  بكذا فًاساد فٕٓنك )رٔاِ انبخارٖ(                        

“Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, 

kalau seseorang berkata jualah kain ini dengan harga sekian, lebih dari 

penjualan harga itu adalah untuk engkau” (H.R. Bukhari). 

 

Hadist Shahih yang diriwayatkan Bukhari mengenai jual beli melalui 

perantara (simsara) tersebut menjelaskan bahwa berdagang secara simsara 

diperbolehkan berdasarakan hadist di atas asal dalam pelaksanaannya tidak 

terjadi penipuan dari satu terhadap yang lain.  

3. Pekerja berhak mendapatkan upah 

ٕٚو انقٛايت, ٔيٍ  ابٙ ْزٚزة قال: قال رسٕل الله: ٚقٕل الله : ثلاثت اَا خصًٓىعٍ 

ذ ر, ٔرجم باع حزا فاكم ثًُّ, ٔرجم رجم اعطٗ بٙ ثى غخصًتّ : كُت خصًّ 

  ّ ٔنى ٕٚفّ اجزِ. )رٔاِ احًذ ٔانبخا رئ(                   استاجزاجٛزا فاستٕفٗ يُ

“Dari Abu Hurairrah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, „Allah 

„azza wa Jalla berfirman, tiga golongan manusia dimana aku akan 

menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat, dan barangsiapa 

yang aku seterunya, maka aku akan menyangkalnya, yaitu: orang yang 

menjual barang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang 

menyewa (memperkerjakan) seorang pekerja lalu pekerja 

memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upah”. (HR. Ahmad dan 

Al-Bukhari)
17

 

 

                                                             
16

 Rara Berthania, Skripsi:” Kedudukan Makelar dalam  Transaksi Jual Beli Kendaraan 

Bermotor ditinjau dari Hukum Islam”,( Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017), 

h. 11 
17

 Al Imam Asy-Syaukani, Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar (Ringkasan Nailul 

Authar),(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 208 
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Pekerjaan simsarah (makelar) hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan 

telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan Islam 

yang bersumber dari Al-Qur‟an, Hadist, dan Ar‟Royu. Pekerjaan simsarah 

selain itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu sabagai 

berikut: 

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang 

menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama 

Syafi‟i, Maliki, dan Imam Ahmad. 

2. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. 

3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak 

mudharat bagi manusia. 

4. Muamalah itu terhindar dari kelaziman, penipuan, manipulasi, spekulasi, 

dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.
18

 

Dan hadist yang mengatakan tidak bolehnya dalam simsarah (makelar) yaitu: 

5. Ibnu Abbas Berkata: 

ٔعٍ طأٔس, عٍ ابٍ عُاس رضٙ الله عًُٓا قال: قال رسٕل الله صهٗ الله عهّٛ 

ٔسهى )لا تهقٕا انزكباٌ, ٔلا ٚبٛع حاضز نباد قهت لابٍ عباس: يا قٕنّ: ٔلا ٚبٛع حا 

 ضز نباد؟ قال: لا ٚكٌُٕ نّ سًسارا( يتفق عهّٛ ٔانهفظ نهبخار٘                           

“Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu‟anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu „alaihi Wa Sallam bersabda:” Janganlah engkau 

menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang 

dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa”. 

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau 

“Janganlah orang kita menjual kepada orang desa”?. Ibnu Abbas 
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 Rara Berthania, Op.cit.,  
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menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi 

dan lafadznya menuru riwayat Bukhari. 

 

Berikut penjelasan dari hadist diatas: 

Di pasar-pasar tradisional, biasa ditemukan para calo yang 

menawarkan jasa kepada penduduk desa yang membawa barang dagangan 

ke pasar/ kota, unuk dijualkan, sehingga mendapatkan harga yang bagus. 

Tentunya dengan imbalan yang lebih dahulu disepakai oleh keduanya, 

(pemilik barang dan calo). 

Setiap orang, terutama calo, akan berkata: praktek ini jelas-jelas 

menguntungkan penduduk desa sebagai pemilik barang, sehingga 

mendapatkan harga yang pantas atau tinggi. Akan tetapi bila kita berfikir 

lebih mendalam, niscaya kita dapat membawa  pada kenyataannya, 

penduduk kampung di untungkan sekali dan dirugikan berkali-kali. Belum 

lagi kerugian yang diderita oleh penduduk kota dan masyarakat luas akibat 

percaloan ini. Untuk sedikit menggambarkan kerugian masyarakat luas 

dan juga penduduk kampung pemilik barang tersebut, berikut 

penjelasannya: 

Penduduk kota biasanya membeli barangdagangan orang kampung 

untuk diolah menjadi barang-barang yang siap dikonsumsi oleh 

masyarakat luas. Dengan demikian, bila penduduk kota mendapatkan 

bahan baku produksi dengan harga mahal, maka hasil produksinya pun 

akan dijual dengan harga yang mahal pula. Sedangkan kebanyakan 

penduduk kampung biasanya bersifat konsumtif, yaitu menjadi pembeli 

barang hasil olahan penduduk kota. Bahkan tidak jarang penduduk desa, 
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membeli kembali barang yang telah ia jual kepada penduduk kota, yaitu 

setelah menjadi menjadi barang olahan, tentunya telah berubah bentuk.
19

 

C. Syarat dan Prinsip Simsarah (makelar) 

1. Syarat Simsarah (makelar) 

Pekerjaan simsarah (makelar) hukumnya mubah atau diperbolehkan 

apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan simsarah 

harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu: 

a) Persetujuan kedua belah pihak (QS An-nisa‟ 4:29) 

                      

          

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya”. 

 

Surah diatas sudah menjelaskan bahwa jual beli dilakukan berdasarkan 

prinsip saling suka rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus 

menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur 

paksaan, intimidasi ataupun penipuan. 

b) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara tidak nyata dan dapat 

diserahkan. 

Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para 

pihak, bukan hal yang tidak nyata. 

                                                             
19

 Disadur dari https://Konsultasisyariah.com/ 161-hukum-jual-beli-dengan-makelar.html, 

diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 

https://konsultasisyariah.com/
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c) Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. 

Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan 

ketertiban  umum, kesulitan dan undang-undang, misalnya mencarikan 

kasino, narkoba, dan sebagainya. 

Penyebab simsarah (makelar) yang tidak diperbolekan dalam Islam 

yaitu: 

a) Jika simsarah (makelar) tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap 

pembeli, seperti menutupi cacatnya barang atau sengaja menjual dengan 

harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli 

tedesak untuk memenuhi kebutuhannya. 

b) Jika simsarah (makelar) tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja 

menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual 

dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang 

akan dijual.
20

 

2. Prinsip Simsarah (makelar) 

Didalam menjalankan pekerjaan, simsarah (makelar) memiliki 

prinsip-prinsip, antara lain yaitu: 

a) Jujur dan Amanah 

Kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam mendapatkan 

keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang 

                                                             
20

 Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi‟i 

2004), h. 124 
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simsarah yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam 

menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan 

pribadinya. 

b) Beritikad Baik 

Seorang simsarah harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan 

atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan 

bisnis yang haram dan yang syubhat (tidak jelas halal atau haramnya). 

c) Kesepakatan Bersama  

Setiap perjanjian yang telah dibuat harus berdasarkan kesepakatan 

bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya. 

d) Al-mu‟awanah (kemitraan) 

Seorang simsarah (makelar) harus menjaga hubungan kemitraannya baik 

dengan penjual maupun dengan pembeli, simsarah harus dapat menjadi 

orang yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak.
21

 

D. Pengertian Fiqh Muamalah 

Secara etimologi fiqh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan 

secara definitif fiqh berarti “Ilmu tentang hukum-hukum syar‟i yang bersifat 

amaliah dan digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Imam Haramain 

menyatakan fiqh merupakan pengetahuan hukum syara‟ dengan jalan ijtihad, 

demikian pula pendapat Al-Amidi yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu 

hasil kajian penalaran (nadzar dan istidhah). Istilah fiqh seringkali 

                                                             
21

 Moh Rifa‟i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra 1978), h. 402 
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dirangkaikan dengan kata al-Islami sehingga terangkai al-fiqh al-Islami, yang 

sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas.
22

 

Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa 

bidang, salah satunya fiqh muamalah. Kata muamalah dapat dilihat dari dua 

segi, yang pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut 

bahasa, muamalah bersal dari kata: يعايهت  -ٚعايم -عايم  sama dengan wazan: فاعم- 

يفاعهت -ٚفاعم  artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.  

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat menjadi dua macam, 

yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti 

sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai 

berikut:  

1. Al Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah: 

 انتحصٛم انذ َٕٛ٘ نٛكٌٕ سببانلأخز

“menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebeb suksesnya masalah 

ukhrawi”. 

2. Muahammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-

peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat 

untuk menjaga kepentingan manusia. 

3. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana 2012), h. 1 
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Dari pengertian dalam arti luas di atas, kiranya dapat diketahui bahwa 

muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia 

dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. 

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), 

didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut: 

1. Menurut Hudlari Byk. 

2. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-turan Allah yang 

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk 

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling 

baik. 

3. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau 

sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. 

Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah 

dengan arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan 

manuasia dalam kaitan dengan pemutaran harta.
23

 

Untuk mengetahui pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit, 

terlebih dahulu dikemukakan pengertian fiqh Islam secara umum, dalam 

memberikan pengertian fiqh Islami secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi dua pengertian.  

Pertama, menegetahui hukum-hukum sayara‟ yang amaliah. 

Dimakasud dengan hukum-hukum syara‟ adalah segala yang telah 

ditetapkan syara‟ untuk manusia baik itu berupa perintah atau merupakan 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 3 
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tata aturan amaliyah yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam 

hubungan satu dan lainnya untuk membatasi tindak tunduk mereka sehari-

hari.  

Kedua, kumpulan hukum-hukum amaliah yang disyari‟atkan dalam 

Islam. Dari kedua pengertian ini, maka pengertian yang kedualah yang 

dimaksud dengan pengertian fiqh. Sedangkan pengertian yang pertama 

dipakai atau digunakan oleh para ulama ushul. 

Kemudian bila diamati bagian-bagian yang dibahas oleh fiqh, terdapat 

beberapa pengelompokan, diantara pengelompokan itu membahasa tentang 

hukum-hukum yang ada sangkut paut dengan tidak tunduk manusia 

sesamanya dalam masalah harta dan masala hak.
24

 

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta karena 

kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering 

menimbulkan persengketaan sesamanya, jika tidak diatur dapat 

menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup dapat bernilai ibadah 

bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta 

itu. 

Hubungan antara manusia dalam pergaulan dunia senantiasa 

mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam 

kehidupan manusia.
25

 Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing 

saling membutuhkan satu sama lain, supaya meraka tolong-menolong, 

tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-

                                                             
24

 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Pres 2008), h. 2 
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 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana 2003), h. 176 
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masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau 

usaha lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk 

kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi 

teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. 

Akan tetapi sifat manusia yang lobak dan tamak suka mementingkan diri 

sendiri supaya masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga 

kemaslahatan umum agar pertukaran berjalan dengan lancar dan teratur.
26

 

Oleh karen itu aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran tidak 

mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah 

sebabnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat 

prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara 

garis besar.
27

 

Demikianlah, tidak diragukan bahwa Islam telah menganjurkan agar 

manusia mencari penghidupan dan bekerja dengan tangannya sendiri. Tidak 

hidup sebagai beban orang lain, karena al-Bukhari telah meriwayatkan pada 

bab pendapatan dan pekerjaan seseorang dengan tangannya dari hadist al-

Miqdam dari Rasulullah SAW bersabda: 

صهٗ انهٓى عهّٛ ٔسهى قال: ))يااكم احذ عٍ انًقذاو رضٙ انهٓى عُّ عٍ رسٕل الله 

عًم ٚذِ ٔاٌ َبٙ الله دأدعهّٛ انسلا و كاٌ ٚاكم يٍ  خٛزا يٍ اٌ ٚاكم يٍ طعايا قط

                                                                     عًم. ٚذِ(( رٔاِ انبخار٘

“tidaklah sama sekali, seseorang makan suatu makanan yang lebih 

baik daripada makanan hasil darikerja tangganya sendiri. 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2017), h. 278 
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Sesungguhnya Nabi Dawud as, makan dari hasil dari pekerjaan 

tangannya sendiri”. (HR. Al-Bukhari)
28

 

 

Hadist ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal 

dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. 

Bahkan ini termasuk dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. 

E. Pengertian Akad 

1. Pengertian akad 

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah 

masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh 

harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. 

Al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 1: 

                            

                           

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 

 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak 

disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali.
29

 Menurut para ulama 

fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai 
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 Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darul 

Haq cetakan II, 2017), h. 8 
29

 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1984), h.8 



36 

 

 

 

dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau (akibat) 

hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) 

perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai 

dengan nilai-nilai syariah. 

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, 

seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari pihak, seperti jual 

beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara 

ijab (pernyataan, penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul 

(penyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan 

berpengaruh pada sesuatu.
30

 

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara‟ yang 

karenanya timbullah beberpa hukum. Dengan kita memperhatikan takrif 

akad, dapat kita katakan bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja 

dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.
31

 

2. Syarat-syarat akad 

Salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi 

(muta‟aqidain) atau dua orang yang melakukan jual beli kadang-kadang 

membutuhkan satu atau beberapa syarat dalam melaksanakan jual beli. 

Syari‟ (Allah dan Rasul-Nya) membolehkan kedua muta‟aqadain untuk 

menetapkan syarat-syarat tertentu dalam jual beli mereka. Fuqaha 

mendefinisikan syarat dalam proses jual beli ini dengan keterikatan salah 
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seorang muta‟aqadain dengan lainnya karena adanya transaksi (akad) 

terhadap sesuatu yang bermanfaat.
32

 

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang 

merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad itu sendiri yaitu: 

a. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau 

badan usaha yang memeiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 

hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid 

tidak sah melakukan transaksi jaul beli, kecuali memebeli sesuatu yang 

kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain. 

b. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab 

dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diuapkan oleh 

penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari 

pembeli. 

c. Al-Mu‟qud alaihatau objek akad. Objek akad adalah anwal atau jasa yang 

dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. 

d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟ dan tujuan 

akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya 

tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada 

pembeli dengan imbala. Dalam akad ijarah, tujuannya adalah pemilikan 

manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan 

imbalan, dan dalam ariyah tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh 

pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan 
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suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak 

sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui 

melalui syara‟ dan harus sejalan dengan kehendak sayra‟. Atas dasar itu 

seluruh akad yang mempunyai tujaun atau akibat hukum yang tidak 

sejalan dengan kehendak syara‟ hukumnya tidak sah, seperti bebagai 

akad yang dilangsungkan dalam rangka mengahlalkan riba.
33

 

3. Janis-jenis akad 

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian 

dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Menganai 

pengalompokan jenis-jenis akad ini pun dapat banyak variasi penggolongan-

Nya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain: 

a. Akad menurut tujuannya berbagai atas dua jenis: 

1) Akad Tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan 

murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah 

SWT. Akad ini termasuk dalam kategori akad: Hibah, Wakaf, Ibra‟, 

Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Transaksi ini pada 

hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan 

komersil. 

2) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi 

semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: 

Murabahah, Salam, Istishna‟ dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta 
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Mudharabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad tijari 

(compensational contrat) adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut for profit tradition. Akad ini dilakaukan dengan tujuan 

untuk mencari keuntungan karena itu bersifat komersial. 

b. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis: 

1) Akad Sahih yaitu kad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. 

Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual 

kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada 

penjual. 

2) Akad Fasid yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada 

syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan harga (uang) 

dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk 

melengkapi syarat tersebut, dengan kata lain akibat hukumnya adalah 

Mauquf (berheni dan bertahan untuk sementara). 

3) Akad Bathal yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi 

dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini idak 

menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/ uang) dan 

benda kepada kedua pihak. 

c. Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi: 

1) Akad bernama (al-„uqud al-musammah) 

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah 

ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula 

ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak 
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berlaku terhadap akad lain. Para ulama tidak sepakat tentang jumlah 

akad bernama, bahkan mereka pun tidak memebuat penyusunan 

sistematis tentang urutan-urutan akad itu. Akad bernaman itu yang 

meliputi yaitu: sewa-menyewa (al-ijarah), pemesanan (al-istishna‟), 

jual beli (al-bai‟), penangungan (al-kafalah), pemindahan utang (al-

hiwalah), pemeberi kuasa (al-wakalah),perdamaian (ash-shulh), 

pesekutuan (asy-syirkah), bagi hasil (al-mudharabah), hibah (al-

hibah), gadai (ar-rahn), penggarapan tanah (al-muzara‟ah), 

pemeliharaan tanaman (al-mu‟amalah/ al-musaqah), penitipan (al-

wadiah), pinjam pakai (al-„ariyah), pembagian (al-qismah), wasiat-

wasiat (al-washaya), perhutangan (alqurdh). 

Wabah az-Zuhaili dalam al-fiqh al-Islami wa Adillatuh 

menyebutkan 13 akad bernama. Hanya saja ia kurang konsisten kerena 

memasukkan ju‟alah (janji memberi hadiah/ imbalan) yang 

merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia kemukakan. 

Padahal, ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud dengan akad 

dalam pembahasan tentang asas-asas umum akad adalah tindakan 

hukum berdasarkan kehadak dua pihak, dan menyatakan ju‟alah 

sebagai kehendak sepihak. Tiga belas akad bernama yang dimaksud 

yaitu: jual beli, pinjaman mengganti, sewa-menyewa, ju‟alah, 

persekutuan, hibah, penitipan, pinjam pakai, pemberian kuasa, 

penanggungan, pemindahan utang, gadai dan perdamaian.  
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Para fuqaha klasik lainnya menyebutkan beberapa jenis akad 

lain lagi sehingga secara keseluruhan menurut perhitungan az-Zarqa‟ 

mencapai 25 jenis akad bernama yaitu: jual beli, sewa-menyewa, 

penanggungan, pemberikuasa, gadai, jual beli opsi, peniipan, pinjam 

pakai, hibah, pembagian, persekutuan, bagi hasil, penggarapan tanah, 

pemeliharaan tanaman, pemberian kuasa, perdamaian, arbitrase, 

pelepasan hak kewarisan, pinjam mengganti, pemberian hak pakai 

rumah, penetapan ahli waris, pemutusanperjanjian atas kesepakatan, 

perkawinan, wasiat, pengangkatan pengampu. 

Perlu dicatat bahwa aneka ragam akad bernama yang 

disebutkan az-Zarqa‟ ini mencakup kehendak sepihak seperti wasiat, 

akad di luar lapangan hukum harta kekayaan seperti nikah atau bagian 

dari satu akad seperti pemberian hak pakai rumah yang merupakan 

bagian dari hibah.
34

 

2) Akad tidak bernama 

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara 

khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam 

kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh 

pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan 

tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan 

umum akad, akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak 

sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat 
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akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang 

disebut sebagai asas kebebasan berakad.  

Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan 

para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, 

periklanan, dan sebagainya. Dalam sejarah hukum Islam, sering 

muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai 

nama, kemudian diolah oleh para ulama fiqh diberi nama dan diberi 

aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama, misalnya al-bai‟ 

bi al-wafa‟ (jual beli opsi) yang dala hukum Islam timbul dari praktik 

dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun usnsur 

gadai lebih menonjol, oleh karena itu diberi nama sendiri. 

d. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Akad pokok (al-„aqd al-ashli) adalah akad yang berdiri sendiri yang 

keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk 

kedalam janis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena 

dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, 

pinjam pakai, dan seterusnya. 

2) Akad asesoir (al-aqd at-tabi‟i) adalah akad yang keberadannya tidak 

berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar 

ada dan tiadanya atau sah dan tidak sahnaya akad tersebut. termasuk 

kedalam kategori ini adalah  akad penanggungan (al-kafalah) dan 

akad gadai (ar-rahn). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk 
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menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang 

dijamin tidak ada. Akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang 

berbunyi, “suatu yang mengikuti” (at-tabi‟ tabi). Artinya perjanjian 

asesoir ini yang mengikuti kepada aperjanjian pokok, hukumnya 

mengikuti perjanjian pokok tersebut. 

e. Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat dibagi menjadi akad 

tempo (al-„aqd az-zamani) dan akad tidak bertempo (al-aqd al-fauri) 

1) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu 

merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari 

isi perjanjian. Termasuk dala kategori ini, misalnya adalah sewa-

menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, 

akad berlangganan majalah atau surat kabar dan lain-lain. 

2) Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak 

merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya dapat 

seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tesebut. 

Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur 

waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu 

pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada 

saat itu haruslah akad kedua belah pihak. 

f. Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi: akad konsensual (al-

„radha‟i), akad formalistasi (al-„aqd asy-syakil), dan akad riil (al-aqd al-

„aini). 
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1) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk teriptakan 

cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa tanpa 

diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun terkadang 

dipersyaratkan adanya formalitas tertentu seperti harus menulis, hal 

tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut, dan tetap 

dianggap sebagai akad konsensual. Tulisan hanyalah satu syarat yang 

diperlukan untuk pembuktian. Kebanyakan akad dalam hukum Islam 

adalah akad konsensual seperti jual beli, sewa-menyewa, dan utang 

piutang. 

2) Akad formalitas adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat 

formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, dimana apabila syarat-

syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad di 

luar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah diman di antara 

formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang 

saksi. 

3) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya 

penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan 

belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dlaksanakan. Ada 

lima macam akad yag termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu: 

hibah, pijam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai. Dalam 

kaitan ini terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan “Tabaru‟ 

(donasi) baru terjadi dengan pelaksanaan riil” (la yatimmu at-tabarru‟ 

illa bi qabdh). 
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g. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara‟, akad 

dibedakan menjadi dua yaitu: akad masyru‟ dan akad terlarang. 

1) Akad masyru‟ adalah akad yang dibenarkan oleh syara‟ untuk dibuat 

dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang 

sudah dikenal  luas misalnya jual beli, sewa-menyewa, mudharabah 

dan sebagainya. 

2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara‟ untuk dibuat 

seperti akad jual beli jaminan, akad donasi harta anak di bawah umur, 

akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan 

ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. 

Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah 

akad jual beli kembali asal (bai‟ al-inah). 

h. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikat dibagi dua yaitu: 

1) Akad mengikat (al-„aqd al-lazim) adalah akad di mana apabila seluruh 

rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara 

penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa 

persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua 

macam lagi, yaitu: pertama, akad mengikat kedua belah pihak seperti 

akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam 

akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan 

perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. 

2) Akad mengikat satu pihak, yaitu akad dimana salah satu pihak tidak 

dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak pertama seperti 
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akad (kafalah) penanggungan dan gadai (ar-rahn). Kedua akad ini 

mengikat terhadap penanggungan dan penggadai di mana keduanya 

tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak untuk siapa 

penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini 

penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat 

membatalkannya secara sepihak. 

Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak 

dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad 

tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: akad 

yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di fasakh), 

seperti akad wakalah (pemberian kuasa), syirkah (persekutuan), akad 

hibah, akad wadi‟ah (penitipan), dan akad „ariah (pinjam pakai) dan 

yang kedua akad yang tidak mengikat karena di dalamya terdapat 

khiyar bagi para pihak. 

i. Akad menurut dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakannya, akad 

dibagi menjadi dua, yaitu: akad nafiz dan akad mauquf. 

1) Akad nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang 

menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan 

kata lain, akad nafiz adalah akad yang terciptanya secara sah adn 

langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya. 

2) Akad mauquf kebalikan dari akad nafiz, yaitu akad yang tidak dapat 

secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat 



47 

 

 

 

secara sah, tatapi masih tergantung (mauquf) kepada adanya retifikasi  

(ijazah) dari pihak berkepentingan. 

j. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1) „aqd adh-dhaman adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko 

atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagi 

konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan 

barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam 

tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. 

2) „aqd al-„amanah adalah akad yang dimana barang dialihkan melalui 

barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang 

tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas 

barang tersebut, kecuali jika ada unsur kesengajaan dan melawan 

hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjam, 

perwakilan (pemberi kuasa). 

4. Tujuan akad 

Tujuan akad (maudhu al-„aqd) ialah maksud utama di syariatkan akad 

itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui 

lembaga perbankkan sayariah secara ekonomi, juga dalam rangka 

mengamalkan, firman Allah (QS. al-baqarah 2:275). 
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 “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya”. 

 

Dengan demikian, juga seseorang hamba Allah yang ingin 

mendaptkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, 

malainkan dengan cara jual beli. Adapun jual beli itu sendiri dapat dicapai 

melalui jenis akad yang digunakan. Namun, apabila dalam jual beli niatnya 

bukan karena Allah SWT melainkan hanya untuk mencari keuntungan 

semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. 

Dengan menetapkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu 

pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari 

masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad 

dapat dicapai, dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta 

menghindari kemudaratan, para fukaha menegaskan bahwa semua 

perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru‟ (bertentangan dengan 

hukum syara‟), sehingga menimbulkan kemudaratan maka hukumnya 

haram. 
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Karena itu, untuk menghindari kemudaratan dan mencapai 

kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan sesuai dengan syariah. “Apabila 

hukum syara dilaksanakan, maka pastilah ada kemaslahatan”.
35

 

5. Berakhirnya akad 

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. 

Dalam jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang 

telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik 

penjual. Dalam akad gadai dan pertangunggan (kafalah), akad dipandang 

telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, 

akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau berakhir 

waktu. Fasakh terjadi dengan beberapa sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syara‟, seperti yang disebutkan dalam akad. Misalnya, jual beli barang 

yang tidak memenuhi syarat kejelasan. 

b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau 

majelis. 

c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

menyesal atas tekad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini 

disebut iqalah. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud 

mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan 

orang yang menyesal atas tekad jual beli yang dilakukan, Allah akan 

menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. 
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d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 

oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar 

naqd) penjualan mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada 

pembeli, dengan ketentuan apabila tempo seminggu harganya tidak 

dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang 

ditentukan itu membayar, akad berlangsung, akan tetapi apabila ia tidak 

membayar, akad akan menjadi rusak (batal). 

e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka 

waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. 

f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang. 

g. Karena kematian.
36

 

F. Pengertian Perkebunan 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman 

tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang 

sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, 

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen 

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan 

masyarakat.
37

 

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya 

terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan 

komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke 
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tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami 

oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa dan teh.  

Dalam pengertian bahasa Inggris, “perkebunan” dapat mencakup 

plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung 

ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu 

perkebunan memerlukan suatu yang luas minimum untuk menjaga keuntungan 

melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu 

menerapkan cara monokulur, tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. 

Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi 

pengelolahan atau pengemasan terhadap komodati yang dipanen di lahan 

perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli. Komoditas pertanian 

sub sektor perkebunan. Beberapa sejumlah komoditas pertanian yang biasa 

diusahakan dalam perkebunan: Hanep (goni), kakao, kapas, karet, kelapa, 

kelapa sawit, kina, kopi, sial, tarum, tebu, teh, tembakau dan lain sebgainya.
38

 

G. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Samsarah 

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar 

daerah dibolehkan, karena pendapat melancarkan keluar masuknya barang dari 

luar ke dalam daerah dengan perantara si makelar tersebut dengan demikian 

mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
39

 

Ulama penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam 

kitabnya, al-mutall, telah menyatakan definisi tentang pemakelaran, yang 

dalam fiqh dikenal dengan simsarah, atau dalal sebagai sinonimnya, seraya 
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(Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 125 
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menyatakan: jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual beli, 

dikatakan: dalalta dengan masdar yang difathahkan dal-nya, dalalat (an), 

dikasrahkan dal-nya dilalat (an), di dhammahkan dal-nya, dulalat (an), jika 

menunjukkan seseorang pembeli kepada penjual, maka orang tersebut adalah 

samsarah atau dallal (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual). 

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa samsarah (makelar) 

adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan 

pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (ujroh), 

bonus atau komisi (ji‟alah).
40
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahsan 

di atas, maka penulis akan menyimpulkan: 

1. Konsep simsarah (makelar) yang terjadi di Desa Kampung Sawah 

Kecamatan Seberida tidak diperbolehkan karena sudah tidak sesuai dengan 

aturan dalam jual beli yang sudah diatur dalam syariat Islam. Akan tetapi 

tidak semua simsarah (makelar) yang ada di Desa Kampung Sawah 

Kecamatan Seberida melanggar aturan dalam jual beli dan masyarakatnya 

masih bisa di arahkan untuk tidak menjual belikan sesuatu barang yang 

tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan masyarakat desanya juga upaya untuk 

menambah yang mata pencaharian sampingan jika ada orang yang ingin 

mencari atau membutuhkan bantuan jasanya. 

2. Berdasarkan analisis penulis dengan meninjau teori yang terkait dengan fiqh 

muamalah, maka simsarah (makelar) yang ada di Desa Kampung Sawah 

diperbolehkan karena simsarah (makelar) ada aturan-aturan yang di 

perbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam bersimsarah (makelar) 

dan yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida masih bisa 

di katakan boleh karena tidak semuanya mengandung kemudharatan dan 

masih mendatangkan kemaslahatan dalam jual beli perkebunan 

perkaplingan yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Sebarida.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini 

menjadi informasi dan wawasan ilmu. Dengan adanya penelitian ini mampu 

mendorong adanya penelitian yang baru dan lebih bagus. 

2. Bagi para masyarakat terutama yang ada di Desa Kampung Sawah 

Kecamatan Seberida di harapakan untuk lebih memperhatikan atau 

menerapkan bagaimana cara menjual belikan sesuatu barang dengan cara 

tidak melanggar sariah atau aturan hukum yang sudah diatur dalam Islam. 
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WAWANCARA 

Nama   : 

Tanggal  : 

 

1. Apakah bapak/ ibu tahu apa itu simsarah (makelar) ? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang makelar yang terjadi di desa Kampung 

Sawah ? 

3. Apa tujuan dan manfaat nya menggunakan simsarah (makelar) di desa ini ? 

4. Apakah ada kendalanya dalam melakukan jual beli dengan makelar ? 

5. Apakah ada kemudahannya untuk melakukan makelar ? 

6. Apakah sering melakukan simsarah (makelar) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANGKET PENELITIAN 

PENERAPAN KONSEP SIMSARAH (MAKELAR) PADA PENJUALAN 

PERKEBUNAN PERKAPLINGAN DENGAN PERSEPEKTIF FIQH 

MUAMALAH (Studi Kasus Desa Kampung Sawah, Kecamatan Seberida) 

 

A. Pendahuluan 

Angket / kuisioner penelitian ini disusun dan ditujukan untuk memperoleh 

data-data yang dibutukan, maka saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu /Saudara/i 

yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada 

kuisioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu 

terlaksananya penelitian ini. Atas partisipasi Bapak/ Ibu /Saudara/i, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

B. Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Tanggal   : 

 

C. Petunjuk Pengisian  : 

 Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah 

 Isi identitas diri dengan benar 

 Beri tanda silang (x) pada salah satu pilihan yang Bapak/Ibu/Saudara/i 

anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya 

 Setelah di isi, angket penelitian ini harap dikembalikan 

 Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab angket ini turut membantu 

kesuksesan penelitian ini.   

 

1. Apakah responden mengetahui apa itu simsarah (makelar) yang ada di desa 

Kampung Sawah ? 



 

 

 

 

  Ya   Tidak    Tidak Tahu 

 

2. Apakah responden setuju dengan apa yang dilakukan dengan pemakelar ? 

  Ya   Tidak    Tidak Tahu 

 

3. Bagaimanakah pendapat responden tentang simsarah (makelar) ? 

  Bagus   Tidak Bagus   Kurang Bagus 

 

4. Apakah ada manfaat dari yang dilakukan makelar ini ? 

 Ya   Tidak    Tidak Tahu 

 

5. Apakah tujuan dari makelar di desa ini sudah sesuai dengan bagaimana sayarat 

dari jual beli ? 

  Ya   Tidak    Tidak Tahu 

 

6. Apakah ada kesulitan dalam melakukan simsarah (makelar) ? 

 Ya   Tidak    Tidak Tahu 

 

7. Apakah sering terjadi simsarah (makelar) di desa ini ? 

 Ya   Tidak    Tidak Tahu 
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